
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Australia merupakan negara demokrasi liberal yang sudah ada sejak 1 

Januari 1901. Diawal kemunculannya, Australia memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan Inggris sehingga cakupan politik yang berlangsung 

menjadi sempit, hanya terjadi antara hubungannya dengan negara induknya 

saja. Perjalanan panjang dari Perang Dunia I hingga pasca perang dunia II 

memberi dampak besar terhadap dinamika politik baik dalam maupun luar 

negeri Australia. Negara yang awalnya hanya memiliki hubungan dengan 

satu negara, kini berkembang menjadi lebih dinamis dan memiliki banyak 

jaringan kerjasama. 

Meskipun hidup dalam keberagaman, isu pelanggaran hak asasi 

manusia di Australia tidak terdengar jelas di telinga masyarakat 

internasional. Selain karena tidak adanya kasus yang signifikan tentang 

pelanggaran HAM yang dilakukan, juga karena tidak adanya peran 

signifikan pemerintah Australia tentang HAM. Australia sering menerima 

kehadiran imigran dari berbagai negara sejak pertama negara itu berdiri, 

bahkan sebelum negara ini terbentuk. Karena negara ini justru muncul dan 

berkembang karena adanya pendatang dari wilayah lain yang mayoritas 

datang dari Eropa diawal kehidupannya. 



Dalam sejarah Australia, kemunculan Negara ini diawali dari 

datangnya imigran dari berbagai wilayah lain seperti Eropa, Amerika, Timur 

Tengah, dan China. Kemudian Australia tumbuh dan berkembang hingga 

menjadi sebuah Negara merdeka pada 1 Januari 1901. (Web Pariwisata 

Resmi Australia, 2016) Gelombang imigran semakin meningkat seiring 

berjalannya waktu dan menyebabkan pluralitas di Australia. Hingga pada 

akhirnya gelombang imigran bukan menjadi faktor positif bagi kemajuan 

negara Australia, namun menjadi sebuah permasalahan baru bagi negara 

selatan tersebut. 

Keadaan ini kemudian berubah pada tahun 1990-an dimana imigran 

yang sebelumnya jadi sumber daya bagi negara menjadi masalah baru di 

negeri kangguru tersebut. Masalah ini menjadi semakin rumit karena 

meningkatnya jumlah imigran secara signifikan pada tahun 2000-an. Para 

imigran dengan berbagai latar belakang dan tujuan, mengancam 

kepentingan nasional Australia. Hal ini membuat pemerintah Australia 

mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Dua perdana menteri yang 

menghadapi masa tersebut ialah John Howard (partai liberal) dan Kevin 

Rudd (partai buruh). 

John Winston Howard lahir di Sydney, Australia, 26 Juli 1939. Ia 

menjabat sebagai Perdana Menteri Australia sejak 11 Maret 1996 hingga 3 

Desember 2007. Diawal pemerintahannya kebijakan terhadap imigran sudah 

terlihat berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya. Kali ini sikap 

pemerintah terlihat lebih keras dan tegas. 
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Kedatangan imigran ke Australia membuat Howard membuat 

kebijakan yang disebut “Pasific Solution”. Pacific Solution membuat 

imigran tidak berada di pesisir Australia namun dipindahkan ke pulau Nauru 

yang lokasinya jauh di luar teritori Australia. Meskipun ada pihak yang 

mengganggap solusi tersebut bukanlah sebuah solusi yang tepat karena 

jumlah imigran yang harus diakomodasi semakin meningkat, setidaknya 

Howard mampu mengamankan wilayah Australia. Seperti dikatakan dalam 

refugeeaction.com bahwa “the Pacific Solution is no solution – Andrew 

Hewett examines the impact of the so-called “Pacific Solution” on the 

rights of asylum seekers, on Australia’s aid priorities, and on development, 

human rights and the treatment of Pacific Islander displaced people within 

the Pacific region. (Andrews, 2002) 

Melihat Pasific Solution yang menuai kontroversi, Howard 

menerapkan cara baru yang tertulis bahwa “Pada malam pemilihan 2001, 

pemerintah Australia menolak ratusan pengungsi. Ratusan pengungsi yang 

kebanyakan berasal dari Afghanistan sebelumnya diselamatkan kapal 

dengan bendera Norwegia, Tampa. Mereka sebelumnya sempat terapung-

apung di Samudera Hindia ketika kapal yang dinaiki karam”. (detikNews, 

2007). Dengan  kebijakannya tersebut, Howard mampu menekan jumlah 

imigran yang masuk ke Australia selama masa pemerintahannya. 

Kemudian pada tahun 2006, muncul kebijakan baru adari Howard 

mengenai penolakan imigran yang berasal dari Afrika. Disebutkan bahwa 

kebijakan ini merupakan respon atas ketidakseimbangan jumlah imigran 
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yang ada di Australia. Menurut Howard kebijakan ini tidak didasarkan pada 

sesuatu yang bersifat rasial, tapi merupakan penyeimbangan, dan salah satu 

konsekuensinya adalah setidaknya hingga bulan Juli tahun depan tak akan 

ada lagi orang yang datang dari Afrika. (Detik News, 2007) Kebijakan ini 

menuai protes dari imigran di negara Australia karena ada kecenderungan 

rasisme dalam kebijakan tersebut. 

Perdana menteri selanjutnya ialah Kevin Michael Rudd lahir di 

Nambour, Queensland, Australia, 21 September 1957. Dia bertugas sebagai 

Perdana Menteri Australia dan pemimpin federal Partai Buruh Australia 

(Australian Labor Party/ALP) sejak 3 Desember 2007 hingga 24 Juni 2010 

dan menjabat kembali pada 27 Juni 2013 hingga 18 September 2013. Rudd 

adalah anggota Australian House of Representatives sejak 1998 yang 

mewakili daerah pemilihan Griffith di Queensland. 

Dalam kebijakannya, Kevin Rudd terbilang lamban dalam 

menghadapi permasalahan imigran. Kebijakan "Solusi Pasifik" dan "visa 

proteksi sementara" kemudian dihapus. Sebagai penggantinya, 

pemerintahan PM Rudd sepenuhnya memberdayakan keberadaan pusat 

penahanan imigrasi di Pulau Christmas dan memberikan visa residen tetap 

bagi para pencari suaka yang telah menjalani pemeriksaan dan mendapatkan 

status pengungsi. (Antara News, 2008) Ketika Kevin Rudd menyatakan 

pada tahun 2008 bahwa Australia menerapkan soft policy (kebijakan yang 

lebih memudahkan), jumlah kedatangan pencari suaka meningkat secara 

signifikan dan terus bertambah. 
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Kevin Rudd memilih untuk memberdayakan imigran sebagai warga 

negara Australia karena dalam pandangannya imigran adalah korban yang 

patut ditolong sesuai dengan Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh 

berbagai negara termasuk Australia. Ada nilai kemanusiaan yang lebih 

dalam dimasa pemerintahannya. Sikap pemerintah yang mengakomodir 

imigran dengan baik ini juga menuai kritik dari partai oposisi dan juga 

masyarakat. 

Kedua perdana menteri diatas memberikan perlakukan yang berbeda 

terhadap imigran, dimana menurut fakta di lapangan, hanya John Howard 

yang berani menolak imigran secara langsung. Meskipun diprotes oleh  

berbagai pihak baik dari dalam negaranya maupun dari pihak internasional. 

Sikap ini berubah drastis ketika pemerintahan berpindah ke tangan 

pemimpin partai buruh dan membuat jumlah imigran kembali meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis menarik 

rumusan masalah yakni mengapa kebijakan perdana menteri John Howard 

dan Kevin Rudd berbeda dalam menghadapi masalah Imigran? 

 

 

 



C. Kerangka Pemikiran 

Untuk menjelaskan perbedaan kebijakan Perdana Menteri John 

Howard dan Kevin Rudd, penulis menggunakan teori persepsi dalam buku 

milik Walter S Jones dan Mohtar Mas’oed. Selain itu, penulis akan 

menggunakan pedekatan konservatisme dan komunitarianisme untuk 

menjelaskan masing-masing persepsi tokoh melalui perbedaan ideologinya. 

1. Teori Persepsi 

Dalam buku terjemahan berjudul Logika Hubungan Internasional 

karya Walter S Jones dijelaskan tentang adanya persepsi-persepsi dalam 

politik dunia. Disebut tentang fakta, merupakan hal yang jika diyakini akan 

mengarahkan kita termasuk pembuat kebijakan pada sebuah kesimpulan. 

Kemudian tujuan dari pengumpulan informasi, baik bagi ilmuwan  maupun 

pembuat keputusan, adalah menentukan fakta, yang menjadi landasan 

pengerahuan terhadap realitas. (Jones, 1992)  

Realita diolah dalam pemikiran sesuai dengan kepentingannya. 

Dimana jika realita tersebut sesuai dengan kepentingannya akan diterima, 

sebaliknya jika fakta tidak sesuai dengan kepentingannya akan ditolak. Hal 

ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, pasti melibatkan 

objektivitas maupun subjektivitas. Kemudian kesimpulan yang didapat 

merupakan hasil pengolahan informasi dengan penafsiran terhadap fakta 

tersebut. 



Ditambahkan dalam  buku tersebut bahwa teoritisi perseptual 

memiliki 3 komponen persepsi yaitu : 

1. Nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu 

dibanding realitas lainnya. Nilai tidak mengacu pada apa yang ada, 

melainkan apa yang seharusnya ada. Nilai memberikan harga 

relatif kepada obyek dan kondisi. 

2. Keyakinan adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah 

benar, terbukti, atau telah diketahui. 

3. Pengetahuan bersumber dari data atau informasi yang diterima dari 

lingkungan. 

Teori persepsi juga disebutkan dalam buku yang berjudul Studi 

Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi yang menyebutkan 

bahwa ketika kita beraksi terhadap dunia di sekitar kita. Menurut Kenneth E 

Boulding sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. 

Sedangkan, dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin 

berbeda. (Mas'oed M. , 1989) 

Kita harus mengakui bahwa orang-orang menentukan kebijaksanaan 

dan tindakan negara-negara tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta 

situasi yang “objektif” … tetapi terhadap “citra” mereka tentang situasi itu. 

yang menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan 

kenyataan dunia itu. (Mas'oed K. B., 1989) Hal ini senada dengan yang 

ditulis dalam buku Walter S Jones. 



Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan 

dalam cara memandang kenyataan. Antar satu tokoh dengan tokoh lain, 

sangat besar kemungkinan untuk berbeda terhadap satu isu yang sama. 

Setidaknya ada tiga tahapan proses untuk membuat keputusan. Pertama 

adalah munculnya suatu rangsangan (isu) dari lingkungan. Kemudian ada 

upaya untuk mempersepsi stimulus tersebut, atau citra tadi. Pada tahapan 

inilah seseorang menggunakan penilaian untuk menyeleksi, menilai, sesuai 

dengan citra atau persepsi mereka. Ketiga yaitu upaya menafsirkan stimulus 

tadi menjadi apapun yang keluar dari hasil persepsi tadi. 

Gambar 1.1. : Hubungan antara sistem keyakinan dengan 

Pembuatan Politik Luar Negeri 

 

 

 

 

 

Sumber : buku Mohtar Mas’oed dengan desain ulang sesuai contoh 

Terdapat dua macam citra, terbuka dan tertutup. Citra terbuka 

memunginkan seseorang untuk menerima semua informasi baru yang 

kemudian menggabungkannya dengan citra yang sudah ada dalam dirinya. 



Informasi yang muncul bisa saja bertentangan dengan citra dari diri orang 

tersebut sebelumnya. Sehingga seseorang yang menerima informasi 

tersebut dapat merubah citra yang sudah ada agar cocok dengan kenyaaan.  

Citra tertutup mendefinisikan seseorang untuk tidak menerima 

informasi baru dan menyaring mana hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan citra yang selama ini sudah ia percaya. Holsti dalam buku Mohtar 

Masoed menjelaskan bahwa sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra 

yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang 

(universe) seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masa lalu, masa kini, 

dan realitas yang diharapkan di masa depan, dan preferensi nilai tentang 

apa yang “seharusnya terjadi”. 

John Howard dan Kevin Rudd sama-sama menggunakan citra 

untuk memandang sesuatu. Keduanya mengalami tahapan saringan dengan 

citra tersebut untuk kemudian mengolahnya menjadi sebuah kebijakan. 

Pandangan tentang imigran bisa jadi berbeda karena menghasilkan 

kebijakan yang berbeda pula.  

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menilai fakta kemudian 

mengambil bagian tertentu yang dianggap cocok atau sejalan dengan nilai-

nilainya selama ini. Sehingga ada seleksi terhadap informasi tertentu yag 

membuat seseorang mengabaikan hal lain diluar keyakinannya. Fakta-

fakta yang mendukung nilainya inilah yang kemudian menjadi sebuah 

output.  



Sama halnya ketika seseorang memiliki musuh, atau apa yang disebut 

kambing hitam. Akan ada pihak yang menjadi kambing hitam atas keputusan apa 

yang dia ambil sehingga menjadi wajar ketika orang tersebut menganggap 

oranglain sebagai musuh. Dengan mempunyai musuh, seseorang mendapat 

kepuasan atas keunggulan moralnya sendiri. Pandangan terhadap imigran sebagai 

ancaman, membawa sikap seorang tokoh untuk menolak. Keputusan yang diambil 

tidak membuat orang yang mengambil keputusan karena konsep kambing hitam 

tadi, artinya alasan tentang imigran adalah ancaman sudah kuat sehingga 

penolakan dengan cara yang keras sudah tepat dilaksanakan. 

  



Tabel 1.1. Aplikasi teori : Persepsi John Howard dan Kevin Rudd 

Indikator John Howard Kevin Rudd 

Fakta 

Diawal masa pemerintahannya 

jumlah imigran sudah 

menunjukkan angka 660 orang 

yang pada tahun-tahun 

berikutnya, jumlah ini terus 

meningkat hingga angka 5516 

Berbeda dengan era 

pemerintahan John Howard, 

angka imigran diawal masa 

Kevin Rudd menunjukkan 

angka yang Berbeda dengan 

era pemerintahan John 

Howard, angka imigran diawal 

masa Kevin Rudd 

menunjukkan angka yang 

tidak signifikan yaitu 148 

imigran 

Nilai Kemandirian, konservatisme Kerjasama, komunitarianisme 

Persepsi 

Imigran adalah ancaman bagi 

Australia yang dapat 

membahayakan keamanan 

perbatasan dan pertahanan 

Imigran adalah sumber daya 

yang dapat mendukung 

kemajuan Australia terlebih 

Rudd memiliki cita-cita “big 

Australia” 

Kebijakan 

Kebijakan yang sama sekali 

tidak berpihak pada imigran, 

bahkan beberapa kali menolak 

imigran secara langsung 

Kebijakan lebih akomodatif 

pada imigran, lebih halus dan 

memperhatikan nilai-nilai 

kemanusiaan 

 

Sumber : diolah oleh penulis 

Tabel diatas menjelaskan tentang bagaimana fakta, nilai, dan persepsi pada 

akhirnya mempengaruhi kebijakan (output). Adanya pengaruh ketiga unsur tadi 

menyebabkan perbedaan ini terjadi. Masing-masing fakta akan memberi informasi 

berbeda. Kemudian informasi yang sudah berbeda tadi, diolah dengan nilai atau 

kepentingan yang berbeda pula dan kemudian mendorong pada sebuah persepsi. 

Akhirnya, ketiganya tadi berperan sangat signifikan terhadap output yang 

dihasilkan oleh masing-masing tokoh. 



2. Konsep Konservatisme 

Konservatif merupakan sikap dan perilaku politik yang tidak 

menginginkan adanya perubahan mendasar dalam sebuah sistem. (Doe, 

2015) Istilah ini berasal dari bahasa Latin, conservāre, melestarikan; 

"menjaga, memelihara, mengamalkan". Sikap ini dianut oleh pembuat 

kebijakan yang tengah menikmati posisi istimewa atau kekuasaan dalam 

sebuah struktur. Sebagian besar dari pelaku politik yang konservatif merasa 

diuntungkan oleh sistem yang ada. Sehingga ada alasan yang membuat 

mereka untuk tetap mempertahankan kestabilan sistem tersebut. 

Cita-cita dari paham ini ialah mempertahankan tradisi dan stabilitas 

sosial, melestarikan pranata yg sudah ada, menghendaki perkembangan 

langkah demi langkah, serta menentang perubahan yg radikal. Ditarik pada 

pembuatan kebijakan seorang tokoh, ideologi ini membuat seseorang sulit 

untuk menyetujui nilai-nilai baru dalam kehidupannya baik kehidupan 

sehari-hari sebagai individu maupun sebagai pengambil kebijakan. 

Tokoh-tokoh konservatisme : 

1. Richard Hooker (1554-1600) 

Richard Hooker (Maret 1554-3 November 1600) disebut sebagai 

founding father dari paham konservatis, yang merupakan seorang 

imam dan teolog berpengaruh. Hooker menekankan nilai toleransi dan 

tradisi pada perkembangan Gereja Inggris. Pada awalnya 

konservatisme muncul untuk mempertahankan nilai-nilai gereja 

sebagai landasan manusia dalam berpolitik. 



2. Edmund Burke (1729-1797) 

Burke merupakan anggota parlemen Inggris dan dikenal sebagai 

bapak konservatisme yang mengkritik keras radikalisme Revolusi 

Perancis. Menurutnya masyarakat itu bukanlah sebuah mekanisme 

yang dapat dibongkar menjadi beberapa bagian dan kemudian 

dibangun kembali dengan cara berbeda. Masyarakat adalah organisme 

yang rentan, dan jika proses tradisi itu terganggu, maka akan timbul 

sebuah kekacauan.  

Burke juga menyatakan bahwa individu membutuhkan bimbingan 

moral dan kekuasaan, untuk itu Burke mengusulkan hadirya sebuah 

gereja nasional dan pemerintahan aristokrat pada masa itu. Burke 

tidak percaya dengan demokrasi, yang menurutnya demokrasi hanya 

akan mengubah proses politik menjadi perang antar kepentingan 

pribadi. Burke mendukung konsep hak milik dan ekonomi pasar, 

tetapi dia menyatakan bahwa kepentingan individu harus dikendalikan 

oleh moral. (Kutanggas, 2013) 

 

Bila konservatisme lebih dipandang sebagai sikap individu terhadap 

sistem pemerintahannya, Howard sudah mulai disebut sebagai individu yang 

konservatif sejak sebelum ia menjabat sebagai perdana menteri. Artinya, 

termasuk dalam kehidupan sehari-harinya, Howard sudah terlihat sebagai 

seorang konservatif.  Termasuk persoalan imigran yang membawa pada 

masyarakat multikultural yang tidak didukung pada masa pemerintahannya. 



Pada kenyataannya Howard lebih memilih untuk menjaga kebudayaan 

Australia menjadi masyarakat yang monokultural sehingga dapat 

berinteraksi lebih baik satu sama lain. Di kasus penolakan terhadap imigran 

Afrika tahun 2007 menjelang pemilu, Howard juga menyebutkan bahwa 

imigran tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat Australia pada umumya.  

 

3. Konsep Komunitarianisme 

Komunitarianisme muncul pada tahun 1970-an dimana paham ini 

mengutamakan nilai komunitas termasuk multikulturalisme. Meskipun 

mendukung nilai komunitas, komunitarianisme berbeda dengan sosialisme 

dan marxisme. Bagi komunitarianisme masyarakat perlu untuk diakui, 

dihargai dan dilindungi, dengan cara memperhatikan hak-hak keanggotaan 

kelompok. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat adalah satu 

masyarakat yang sama dan bebas. Bagi perdana menteri Rudd, adalah 

penting untuk memberi penghargaan yang lebih tinggi terhadap masyarakat 

multikultural. 

Komunitarianisme dinilai sebagai salah satu perspektif dalam filsafat 

politik yang menekankan nilai etis dan psikologis sosial dari anggota-

anggota komunitas. (Aida, 2005) Ada keyakinan tentang psikis masing-

masing individu agar menjadi lebih nyaman di komunitas tersebut. 

Pemahaman tentang personal, kemudian digali lebih dalam dalam 

pandangan ini. Paham ini dinilai sebagai paham anti liberalisme, yang  

merupakan kritik terhadap nilai-nilai liberalisme. 



Jika dilihat dari diagram paham atau ideologi di dunia, 

komunitarianisme menduduki posisi tengah, tidak berpihak ke kanan atau 

kiri. Komunitarianisme mengkritik nilai-nilai liberalisme yang dianggap 

tidak sensitif terhadap keanggotaan pada satu kelompok, terutama kelompok 

kultural, dimana lebih diakuinya ketergantungan dan keterikatan individu 

pada komunitas. Komunitarianisme juga mendorong orang untuk menerima 

konsep-konsep kebaikan yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat 

dan mencegah berbagai konsep yang bertentangan dengan pandangan hidup 

komunitas tersebut. 

 

 

D. Hipotesa 

Perbedaan kebijakan antara John Howard dan Kevin Rudd dalam 

menghadapi masalah imigran disebabkan oleh masing-masing persepsi 

tokoh terhadap masalah tersebut. Persepsi John Howard lebih didorong oleh 

paham konservatisme yang memiliki nilai-nilai ketertutupan pada 

masyarakat multikultur, sedangkan Kevin Rudd lebih didorong oleh paham 

komunitarianisme yang percaya pada nilai-nilai komunitas ketimbang 

individu. Dimana paham Kevin Rudd ini membuatnya memunculkan 

kebijakan baru yaitu “bring Australia big” yang merupakan wujud 

keyakinannya pada nilai komunitarianisme. 

 



E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor yang membuat kebijakan 

perdana menteri John Howard dan Kevin Rudd berbeda dalam menghadapi 

masalah imigran di Australia. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian mengenai perbandingan kebijakan luar negeri 

Australia di bawah kepemimpinan perdana menteri John Howard dan Kevin 

Rudd terhadap imigran di Australia, penulis melakukan metode penelitian 

kualitatif dengan tahapan: Pengumpulan Data, Analisis Data, Penulisan 

hasil analisis. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi 

kepustakaan (Library Research) dengan cara mengumpulkan data dan 

memilih sumber data sekunder dari buku-buku pustaka, jurnal dan laporan 

penelitian. Selain itu juga penulis menggunakan e-book, majalah, koran, dan 

sumber elektronik internet yang menunjang dan memberikan informasi 

mengenai kebijakan luar negeri Australia dibawah kedua perdana menteri 

Australia. 

 

G. Sistimatika Penulisan 

Agar pembaca dapat memahami sebuah tulisan, dibutuhkan penulisan 

yang sistematis. Penulis menyusun tulisan ini menjadi per bab. Nantinya 



alur pemikiran tulisan akan disusun dalam lima bab sesuai dengan 

sistimatika penulisan skripsi. 

Pada bab I penulis akan menguraikan latar belakang masalah atas 

pengambilan judul. Kemudian dipaparkan rumusan masalah terkait isu yang 

dibahas. Selanjutnya landasan teori digunakan untuk menjelaskan faktor 

perbedaan kebijakan antara dua perdana menteri Australia. Poin berikutnya 

dari bab I yaitu hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Selanjutnya pada bab II akan dibahas sejarah kedatangan imigran dan 

gelombang imigran di masa kedua perdana menteri. Pada bab ini terdapat 

data imigran dari tahun ke tahun 1967 hingga tahun 2013. Data yang 

diambil nantinya dapat menjelaskan seperti apa gelombang imigran yang 

dating ke Australia di tiap periode. 

Kemudian di bab III penulis akan melanjutkan peulisan dengan 

membahas bagaimana kebijakan perdana menteri John Howard dan Kevin 

Rudd termasuk perbedaan kebijakannya dalam menerima kedatangan 

imigran ke Australia.  

Pada bab IV akan dipaparkan faktor perbedaan kebijakan kedua 

perdana menteri. Hasil analisa dari bab I hingga III membantu penulisan 

dalam didapatkannya faktor perbedaan kebijakan tersebut. Bab IV inilah 

yang akan menjawab pertanyaan rumusan masalah dengan menggunkaan 

teori yang sesuai dengan kerangka pemikiran. 

Akhirnya pada bab V akan disimpulkan analisa terhadap faktor 

penyebab perbedaan kebijakan kedua perdana menteri. 


